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CAMAT PORSEA, 

EDWARD SIDABUTAR, ST 

NIP. 197203152005031001 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 

rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan 

Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026. 

RENJA Kecamatan Porsea merupakan dokumen Perangkat Daerah yang 

dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan 

ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. RENJA 

Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun 

yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator 

kinerja dna pendanaan sesuai tugas dan fungsi PD yang disusun berpedoman kepada 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD). 

Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan 

tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Kecamatan Porsea. 

Akhirnya kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

memerlukan. 

 
Porsea, 2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, 

serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah 

Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan 

nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan. 

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan 

masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja 

Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat 

Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat 

Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah 

untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Renja Perangkat Daerah juga merupakan 

penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan 

penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 

5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD, selanjutnya dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka 

Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi 

serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. 

Renja Kecamatan Porsea Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan 

sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah 

perencanaan pembangunan daerah. Renstra Kecamatan Porsea ini nantinya akan 

menjadi pedoman penyusunan Renja PD, dokumen anggaran kegiatan yang 

tertuang dalam RKA PD, dan pada akhirnya akan disusun menjadi RAPBD. 

Adapun keterkaitan dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan 

Penganggaran Dari gambar di atas dapat disarikan bahwa: 

1. Rencana Strategis PD berpedoman pada RPJMD. 

2. Keselarasan penyusunan Renja PD dengan RPJMD, RTRW, dan Renja 

Propinsi dan Renja Kementrian/Lembaga terkait. 

3. Pelaksanaan Renstra PD melalui Rencana Kerja PD dan Rencana Kerja 

dan Anggaran PD. 

Rancangan Rencana Kerja PD ini disusun dengan maksud menyediakan 

sebuah dokumen Perencanaan Konfrehensif yang akan digunakan sebagai 

Acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(Ranwal RENJA PD). Adapun yang menjadi acuan dalam Penyusunan Ranwal 

Renja PD ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya kesinergian Kebijakan 

dan Sinkronisasi Program secara Vertikal antar tingkat Pemerintahan. Oleh 

sebab itu bahwa Kecamatan Porsea tidak terlepas dan bahkan merupakan 

tindak lanjut pengejawantahan atau penjabaran dari Visi Misi Kabupaten Toba 

dalam bentuk Program dan Kegiatan yang sudah barang tentu menjadi acuan 

Kantor Camat Porsea sebagai Perangkat Daerah di Kecamatan untuk 
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menjabarkan atau menindaklanjuti Visi-Misi tersebut. 

 

1.2 Landasan Hukum 

 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing 

Natal; 

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama 
Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah; 

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 

2021-2026; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 6206); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran 

Daerah Kabupaten Toba Tahun 202 Nomor 9); 

15. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026. 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Porsea Tahun 

2025 ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan 

pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan – kegiatan perencanaan 

strategis di wilayah Kecamatan Porsea guna mewujudkan keadaan satu tahun 

ke depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Toba maupun oleh 

semua lapisan masyarakat, sehingga hasil–hasil pelayanan publik, 

pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang 

kondusif mendapatkan manfaat dari elemen masyarakat. 

Selanjunya tujuan disusunnya RENJA Kecamatan Porsea Tahun 2026 

adalah : 

1. Memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya 

manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Porsea 

untuk mewujudkan dan mendukung Visi-Misi kabupaten Toba yang 

dijabarkan dalam 1 (satu) tahun Anggaran; 

2. Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Porsea dalam 

melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai 

dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk 

memudahkan Aparat Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah 

kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam 1 (satu ) 

tahun; 

3. RENJA Kecamatan Porsea ini bertujuan sebagai penyelaras, Panduan, 

Pedoman sekaligus merupakan tolak ukur untuk menentukan tingkat 

keberhasilan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah Kecamatan 
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Porsea yang selanjutnya dievaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas 

kinerja Kecamatan untuk tahun berikutnya. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan RENJA Kecamatan Porsea Tahun 2026 ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat Gambaran Umum penyusunan RENJA Kecamatan 

Porsea yang memuat Substansinya pada Bab-bab berikutnya dapat 

dipahami dengan baik yang terdiri dari, Latar belakang, Landasan 

Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Renja ini 

dibuat. 

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PORSEA 

TAHUN LALU. 

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun 

berjalan (tahun-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang 

seharusnya pada waktu penyusunan renja perngkat daerah sudah 

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra 

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

BAB III  TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PORSEA 

Bab ini memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional yang 

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan 

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.Tujuan 

dan Sasaran dari Renja Kecamatan Porsea dan memuat Program dan 

Kegiatan yang memuat Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi 

Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana untuk Tahun 

2026. 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PORSEA 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah 

Evaluasi pelaksanaan RENJA dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah 

merupakan tolak ukur sejauh mana program dan kegiatan dapat terlaksana 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi capaian kinerja sangat 

diperlukan untuk dapat mengetahui apakah realisasi program dan kegiatan 

sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau belum, 

bahkan melebihi target kinerja yang sudah direncanakan. Evaluasi capaian 

kinerja tahun lalu diperlukan atau digunakan untuk perbaikan perencanaan dan 

kinerja tahun berikutnya sehingga capaian kinerja Perangkat daerah dapat 

meningkat sesuai yang direncanakan dan diharapkan. 

Dalam hal ini yang perlu dievaluasi pelaksanaannya adalah perkiraan 

capaian periode tahun lalu, dimana akan direview hasil evaluasi antara realisasi 

Renstra dengan Realisasi Renja yang dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang 

direncanakan antara lain : 

❖ Program Penyelenggaraaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

• Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh 

unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan 

➢ Subkegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait. 

❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

➢ Subkegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 

• Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

➢ Subkegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 

• Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 

➢ Subkegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 

❖ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala 

Daerah
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➢ Subkegiatan : Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 

Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 

Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 

❖ Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

• Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

➢ Subkegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan 

tokoh Masyarakat 

• Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah 

➢ Subkegiatan : Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang 

Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

❖ Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

• Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan 

pemerintahan desa 

➢ Subkegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan 

kepala Desa 

➢ Subkegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

• Administrasi Umum Perangkat Daerah 

➢ Subkegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu 

➢ Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

➢ Subkegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik 

• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

➢ Subkegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan 

dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas 

jabatan 

➢ Subkegiatan : Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana 

gedung kantor atau bangunan lainnya 

2. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran 

yang direncanakan antara lain : 

❖ Program Penyelenggaraaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

• Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh 

unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan 

➢ Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan

 kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. 
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➢ Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 

➢ Subkegiatan : Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas 

Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 

❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

➢ Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

• Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

➢ Subkegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 

➢ Subkegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

❖ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

• Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala 

Daerah 

➢ Subkegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, 

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan 

dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

➢ Subkegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan 

❖ Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

• Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan 

pemerintahan desa 

➢ Subkegiatan : Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya 

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

➢ Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

➢ Subkegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

➢ Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

• Administrasi Umum Perangkat Daerah 

➢ Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 

Bangunan Kantor 

➢ Subkegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

➢ Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

➢ Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

➢ Subkegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 

• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

➢ Subkegiatan : Pengadaan Meubel 
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➢ Subkegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan lainnya 

• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

➢ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

➢ Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 

3. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi 

target kinerja program/kegiatan 

Faktor tidak tercapainya target yang ditentukan sesuai dengan Renstra dan 

Renja Tahun lalu adalah terlalu tingginya jumlah target pada Renstra 

namun pada kenyataanya pada tahun berjalan target tersebut tidak dapat 

dicapai dikarenakan banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan 

maupun terjadinya penggabungan kegiatan. Pengurangan anggaran pada 

Perangkat Daerah juga menjadi penyebab tidak tercapainya target sehingga 

Kecamatan Porsea melaksanakan Program dan Kegiatan yang benar-benar 

menjadi Skala Prioritas dan mendesak dilaksanakan. 

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 

Perangkat Daerah 

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan 

dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga 

tata Kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai. 

5. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil 

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut 

Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, 

pengganggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan 

penganggaran serta para pejabat eselon, sehingga capaian target kinerja 

program/kegiatan lebih optimal. 

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Porsea Tahun lalu dan Pencapaian 

kinerja Renstra dapat dilihat pada tabel TC.29 sebagai berikut:
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2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian Rencana strategis kinerja 

pelayanan yang memuat output / target kinerja dari indikator kinerja. 

Target dan Indikator Kinerja Kecamatan Porsea adalah sebagai berikut : 

a. Cakupan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan 

indikator kinerja ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan 

evaluasi kinerja OPD, Cakupan ketersediaan administrasi Keuangan OPD, 

cakupan ketersediaan administrasi Perkantoran, jumlah pengadaan barang 

milik daerah yang tersedia untuk menunjang kinerja Aparatur, jumlah 

dukungan jasa penunjang kegiatan aparatur dan persentase barang milik 

daerah/asset dalam kondisi baik; 

b. Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan 

indikator kinerja cakupan kegiatan Pemerintah di Wilayah Kecamatan yang 

dikoordinasikan dan dilaksanakan, jumlah urusan Pemerintahan yang hak 

dan wewenangnya tanggungjawab Kecamatan, jumlah prasarana dan 

fasilitas umum yang berfungsi dengan baik; 

c. Persentase Pembangunan di Kecamatan yang dikoordinasikan dengan 

indikator kinerja jumlah kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

/ Kelurahan yang dikoordinasikan dan difasilitasi, meningkatnya 

pembangunan fasilitas sarana dan prasarana dan pemberdayaan kelompok 

masyarakat Kelurahan dan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina; 

d. Persentase pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditandai 

dengan berkurangnya kasus komplain/pengaduan masyarakat akan 

ketertiban umum, dengan indikator kinerja jumlah koordinasi kegiatan dan 

penanganan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta koordinasi 

penerapan dan penegakan perda / peraturan lainnya. 

e. Cakupan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dengan indikator 

kinerja Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional, Kehidupan Beragama, Kerukunan antar suku serta peningkatan 

pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan. 

f. Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan dengan 

indikator kinerja jumlah kegiatan Pemerintah Desa/ Kelurahan yang 

terkoordinasi dan terfasilitasi. 

 

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Porsea meliputi analisis 

lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan 

kesimpulan analisis berupa daftar prioritas serta dampaknya terhadap masa 

depan organisasi yaitu : 
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Lingkungan Internal 

Streght / Kekuatan : 

1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas; 

2. Titik tolak Kinerja yang jelas dengan adanya target kinerja melalui indikator 
kinerja; 

3. Perjanjian / penandatangan fakta Integritas antara Bupati Toba dengan 

Camat dalam pelaksanaan target kinerja; 

4. Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan dan Kelurahan; 

5. Kewenangan Koordinasi di Tingkat Kecamatan; 

6. Tersedianya sarana dan prasarana; 

7. Kewenangan Desa dalam pengelolaan Pemerintahan Desa dengan alokasi 

Dana Desa yang cukup besar. 

 

Weakness / Kelemahan : 

1. Penguasaan dan kemampuan SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan dan 

Desa dalam pengelolaan administrasi Pemerintahan dan Pelayanan publik 

perlu ditingkatkan dengan berbasis teknologi dan aplikasi. 

2. Pengelolaan SDM Aparatur Desa dalam pengelolaan Pemerintahan dan 

Keuangan Desa yang perlu ditingkatkan; 

3. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten dan 

Instansi teknis lainnya; 

4. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi Organisasi 

5. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan. 

 
Lingkungan Eksternal 

 
Opportunity / Peluang : 

 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Toba tahun 2021- 2026; 

2. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial dan akuntabilitas 

pemerintahan; 

3. Komitmen dan kebijakan Bupati untuk memberdayakan masyarakat,dan 

peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan peningkatan pelayanan 

publik; 

4. Posisi / letak Kecamatan Porsea yag strategis yang berada di jalur 

Lintasan Jalan Negara dan dekat dengan Perusahaan besar / Nasional; 

5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah 

dengan kecamatan; 

6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang beraneka 

ragam dengan mengandalkan Budaya Batak berupa Dalihan Natolu 

7. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa terjaga; 

8. Alokasi dana Desa bagi masing- masing Desa yang cukup besar, dan 
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alokasi dana kelurahan. 

 
Threat / Ancaman : 

1. Sumber Daya aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang belum optimal; 

2. Sifat masyarakat yang cenderung mengabaikan peraturan dan 

kewajiban yang mengikat; 

3. Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas; 

4. Manajemen Pengelolaan keuangan dan asset khususnya Desa yang masih 

lemah; 

5. Sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan yang masih minim. 
 

 
Analisa keberhasilan kinerja Program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan 

Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja 

Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Porsea berikut: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENJA 2026 Kecamatan Porsea 

Kabupaten Toba 

18 

 

 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan 

pelayanan OPD. Hal kritis yang dimaksud adalah permasalahan dan hambatan 

yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan bagaimana 

dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta 

tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. 

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai banyak 

keberhasilan dan komitmen untuk memperbaiki kinerja maupun pelayanan 

publik antara lain agar setiap urusan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu 

dan efisien seperti pelayanan kependudukan, proses perizinan dan terfasilitasinya 

proses pembangunan, terbinanya kelompok masyarakat dan meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan kedudukan hak dan kewajibannya. 

Selanjutnya dengan Pengelolaan Dana Desa bagi masing- masing Desa 

yang juga perlu difasilitasi, diawasi dan peningkatan mutu dan kualitas 

pengelolaan Dana Desa untuk mempercepat proses pembangunan dan 

mengentaskan kemiskinan maupun pemerataan pembangunan. 

Tentu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban 

banyak permasalahan dan hambatan yang ditemui sehingga mempengaruhi 

capaian kinerja Kecamatan antara lain rendahnya sumber daya aparatur 

pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat Desa, 

minimnya sarana dan prasarana Pemerintahan desa seperti fasilitas kantor yang 

sangat mendesak, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 

rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan sarana 

dan prasarana desa, berkurangnya animo masyarakat akan wawasan kebangsaan 

maupun berkurangnya tradisi budaya gotong royong dan rendahnya rasa 

peduli/memiliki di tingkat masyarakat. 

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap 

capaian program, tantangan ke depan dalam peningkatan kinerja Kantor Camat 

Porsea antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah terhadap 

hukum dan peraturan, sikap masyarakat yang apatis dan kurang peduli akan 

program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah, dan relatif sulitnya untuk 

mendapatkan pekerjaan ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat 

pengangguran khususnya generasi muda dan derasnya kemajuan teknologi tidak 

dibarengi dengan penguasaan SDM akan penguasaan teknologi disegala bidang. 

Sementara peluang yang didapat untuk meningkatkan kinerja 

pemerintahan antara lain banyaknya anak rantau asal Porsea yang telah berhasil 

untuk dapat diajak berpartisipasi 
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dalam percepatan pembangunan, belum tergalinya sepenuhnya potensi-potensi 

Kecamatan seperti prospektif pembukaan lahan-lahan tidur, potensi pariwisata, 

perikanan danau dan pengembangan industri rumah tangga. 

Di samping itu letak geografis Kecamatan Porsea yang strategis berada 

pada jalur perlintasan jalan Negara dan terdapatnya perusahaan- perusahan 

besar membuka peluang meningkatkan kesejateraan dan pendapatan 

masyarakat. 

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, diharapkan untuk mempercepat 

proses pembangunan di Kecamatan Porsea disarankan agar perencanaan program 

kedepan dapat memprioritaskan penguatan lembaga Desa, peningkatan sarana 

dan prasaran Pemerintahan Desa seperti pengadaan Kantor Desa, penataan dan 

penguatan fungsi Kelurahan, dan peningkatan pemberdayaan kelompok 

masyarakat Pedesaan untuk pelaksanan proses pembangunan. 

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Porsea 

ditentukan isu- isu penting sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan Bupati 

kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segala 

potensi yang ada di wilayah kecamatan. Dengan adanya penyerahan 

kewenangan dan dengan tetap berdasarkan pada azas kepatuhan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku Camat dapat mendayagunakan 

segenap potensi untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

guna pencapaian tujuan. 

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah 

kecamatan Porsea dalam penyelenggaraan pembangunan terlebih pada 

peningkatan pembangunan infrastruktur yang nantinya dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

3. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur karena 

keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan masyarakat. 

Sebagai faktor penting maka aparatur yang ada harus mencukupi termasuk 

di desa / kelurahan yang ada di Kecamatan Porsea harus mencukupi dalam 

jumlah dan memiliki persyaratan yang berkualitas. 

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

7. Penanggulangan kemiskinan dengan memfasilitasi penyediaan data, dan 

bantuan 

8. Peningkatan keindahan dan kebersihan lingkungan / kota. 

9. Mendukung Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola 

pemerintahan yang baik apalagi dengan adanya perubahan sistem 
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manajemen kepegawaian dengan; 

10. Terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang 

berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan. 

11. Alokasi dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan. 

12. Adanya keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. 

13. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. 

14. Peningkatan kerjasama diantara komponen kehidupan bermasyarakat. 

2.4. Review terhadap Rancangan awal Renja Kecamatan Porsea 

Sebelum penyusunan finalisasi RENJA Kantor Camat Porsea , banyak 

proses yang dilaksanakan sehingga RENJA dimaksud benar-benar menjadi 

penetapan kinerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam 

penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rancangan Awal yang selanjutnya 

mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal penajaman, memperhatikan isu-

isu yang mendesak atau menjadi skala prioritas maupun perkembangan yang 

terjadi. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka RENJA Kecamatan Porsea Tahun 2026 ini merupakan 

rancangan yang butuh masukan dan perbaikan dari stake Holder, Masyarakat dan 

hasil Musrenbang baik Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang /RKPD 

Kabupaten Toba. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel T-

C.31 terlampir.
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan Pembangunan 

terlebih dahulu ditetapkan data Pembangunan yang tentu menjadi skala prioritas 

dan realistis dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kecamatan 

Porsea dalam melaksanakan proses pembangunan sedang berlangsung 

Musrenbang Desa dan Kecamatan dimana ditampung seluruh proses aspirasi 

masyarakat, hasil reses DPRD maupun para pemangku kepentingan. Selanjutnya 

disusun dalam suatu blu print atau Data Pembangunan Kecamatan Porsea untuk 

dirumuskan dan dibahan dalam forum musyawarah. Hasil forum musyawarah 

dimaksud menjadi Dokumen Pembangunan Kecamatan Porsea yang diusulkan 

dan dibawa dalam Musrenbang Kabupaten untuk dapat ditampung menjadi 

Program dan kegiatan Pembangunan yang ditampung baik dari Dana APBD 

Kabupaten,APBD Propinsi, APBN maupun dana bantuan dari masyarakat / stake 

holder. Adapun Data Usulan Pembangunan Kecamatan Porsea sebagaimana 

dijabarkan dalam tabel T-C. 32 terlampir. 

 



RENJA 2026 Kecamatan Porsea 

Kabupaten Toba 

 

27  

BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

 

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk 

menggambarkan skala prioritas pelaksanaan tugas dengan 

mempertimbangkan sumberdaya yang ada serta kendala-kendala yang 

bisa terjadi dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan sesuai 

dengan rencana yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai 

dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi 

yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart fungsi 

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih 

(clean governance). 

 

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan yang digariskan dalam 

pelaksanaan fungsi Kecamatan Porsea untuk masa 1 (satu) tahun ke 

depan dalam periode 2026 - 2029 adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana 

pelayanan publik Kecamatan 

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana 

prasarana kerja aparatur 

3. Peningkatan disiplin aparatur 

4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas 

kinerja pemerintahan Kecamatan 

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan 

6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

kinerja pelayanan Kecamatan 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Porsea 

 

Bertitik tolak pada Visi dan Misi yang diemban, maka Kecamatan 

Sigumpar mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut: 
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1. Tujuan 

 

Tabel 2 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Porsea 

 
No 

 
TUJUAN 

 
INDIKATOR TUJUAN 

TARGET 

2026 

1 Terwujudnya kualitas 

dan akuntabilitas 

pelayanan pemerintahan 

di Kecamatan 

Persentase peningkatan tata kelola 

pemerintahan Kecamatan 

100% 

 
2. Sasaran 

 

Tabel 3 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Porsea 

 
No 

 
SASARAN 

 
INDIKATOR SASARAN 

TARGET 

2026 

1 Meningkatnya kinerja Presentase Penunjang Kinerja 
Peranga 

100% 

 ASN yang profesional Perangakat Daerah  

 dalam pelayanan publik   

 di Kecamatan Persentase Layanan Administrasi  100% 

  Yang Tertangani  

      Persentase Jumlah Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Desa/Kelurahan 

100% 

  Persentase Pemeliharaan 

Ketentraman dan Ketertipan 

Umum 

100% 

  Persentase layanan administrasi  

yang tertangani 

 

100% 

    

  Persentase desa dan Kelurahan tertib 

Administrasi Pemerintahan Umum 

100 % 

    

    
 

3.2 Program dan Kegiatan, 

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan 

Porsea, maka disusun program kerja Kecamatan Porsea dengan memperhatikan 

visi misi Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten, memperhatikan SOP dan program kegiatan yang menjadi 

skala prioritas. 

Program dan Kegiatan Kecamatan Porsea tahun 2026 terdiri dari 6 

Program, 16 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
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b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

- Penyediaan peralatan rumah tangga 

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 

d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

- Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan 

perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 

- Pemeliharan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan 

bangunan lainnya 

- Pemeliharan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung 

kantor dan bangunan lainnya 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

a) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
Kecamatan 

- Koordinasi/sinergi perencanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan

 dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

a). Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa 

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah 

Kecamatan 

b). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

 Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

c) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 

4. Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 

a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 
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- Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 

b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah 

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di 

bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

a). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan 

Kepala Daerah  

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undnag-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika 

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

- Pembinaan Kerukunan ;Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras 

dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, 

regional dan nasional; 

- Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaa dan Pengawasan 

Pemerintaha Desa 

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

- Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya 

Tabel Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil 

pengerjaan disajikan dalam tabel Tabel T-C.33 berikut : 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PORSEA 

 
 

4.1. Program dan Kegiatan 

Pada bagian ini menerangkan rencana kerja dan pendanaan, indikator 

kinerja, sasaran daerah, dan pendanaan indikatif. Program adalah instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi 

Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah 

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau 

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Rencana 

Kerja dan Pendanaan Kecamatan Porsea sangat diperlukan untuk mengetahui 

apakah realisasi hasil program dan keluaran kegiatan sudah memenuhi target 

kinerja hasil kegiatan yang direncanakan atau belum, bahkan melebihi target 

kinerja yang sudah direncanakan. Evaluasi capaian kinerja tahun lalu dapat 

diperlukan atau digunakan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun 

berikutnya sehingga capaian kinerja Perangkat Daerah dapat meningkat sesuai 

yang direncanakan dan diharapkan. 

Rencana Kerja dan Pendanaan adalah ukuran kuantitatif dan/atau 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan 

yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria 

yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang 

diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok 

sasaran. 

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan 

terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal 

Kecamatan Porsea, Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih 

kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif. 

4.2. Pendanaan Kecamatan Porsea 

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2026 

diusulkan pendanaannya dari Dana APBD seperti Dana Transfer Umum-Dana 

alokasi umum dan sumber pendanaan lainnya yang diangggap sah. Lokasi 

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah di Kabupaten Toba, Porsea, 

Semua Kelurahan dan Desa. Kebutuhan pagu indikatif yang direncanakan pada 

tahun 2026 sebesar Rp. 4.633.536.000,- dan untuk prakiraan maju tahun 2027 

sebesar Rp. 4.885.843.000,-.  
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Adapun beberapa kegiatan untuk menangani Stunting merupakan salah 

satu rangkaian pramusyawarah desa untuk penyusunan Rencana Kerja tahun 

2026, juga menjadi amanat Pemerintah Kabupaten Toba terhadap pemerintah 

desa agar memprioritaskan penggunaan dana desa tahun 2026 untuk 

pencegahandan penanganan stunting Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan 

Rembuk Stunting bertujuan Untuk merumuskan intervensi gizi spesifik untuk 

mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif, dan ada juga kegiatan 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja 

Perangkat Daerah yang ada Dikecamatan seperti pelayanan terhadap 

masyarakat langsung soal pengurusan berkas-berkas masyarakat dimana kita 

melayani dengan pelayanan prima seperti memberi minum dan memfasilitasi 

fotocopy. 

 

Untuk Tahun 2026 kita melakukan Untuk lebih rinci Rancangan Akhir 

Rencana Kerja Kecamatan Porsea Tahun 2026 dan prakiraan Maju tahun 2027 

sesuai yang telah direncanakan dal hasil analisis kebutuhan serta telah diinput 

di dalam Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dapat dilihat 

pada tabel berikut :
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BAB V 

PENUTUP 

 

a. Catatan penting 

Renja Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026 disusun dengan mengacu 

pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan 

target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD 

Kabupaten Toba Tahun 2026 yang bersandar pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 

Kabupaten Toba Tahun 2026-2030. Selanjutnya Renja Kecamatan Porsea Kabupaten 

Toba Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun 

program/kegiatan pembangunan Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dalam kerangka 

penyusunan RAPBD Kabupaten Toba Tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renja 

Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung 

jawab seluruh pegawai Kantor Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026. Tanpa 

adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Untuk 

selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal 

sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026, akan dilakukan 

penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 

Renja Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026 merupakan perencanaan 

tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang penting dan strategis 

yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan RKPD sebagai 

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam 

RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka penengah perangkat daerah yang 

tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan 

dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah. 

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran 

perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Sekretariat, kepala seksi, kepala sub bagian dan seluruh staf/aparatur Kecamatan 

Porsea Kabupaten Toba secara Bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk: 

a) Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan 

kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan 

indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan; 

b) Menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target. 
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2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan 

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026 yang 

dilaksanakan secara triwulan 

 

c. Rencana Tindak Lanjut 

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai 

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2026 

untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA. 

RENJA Kecamatan Porsea Tahun 2026 ini merupakan pedoman bagi 

Kecamatan Porsea dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke 

depan yang mengacu pada Visi-Misi Kabupaten Toba dan pelaksanaannya dituangkan 

setiap tahun ke dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) dengan memperhatikan 

kebutuhan dan usulan Pembangunan dari Musrenbang Desa dan Kecamatan, isu-isu 

yang berkembang dan situasi ataupun kebutuhan yang mendesak. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan 

Porsea tahun 2026-2030, perlu dilaksanakan evaluasi lima tahunan terhadap 

pencapaian tujuan sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya 

menjadi masukan dan evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat 

daerah Kecamatan Porsea demi kehidupan masyarakat yang lebih baik. 

Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam penetapan Rencana Kerja ini, 

dengan tidak mengurangi makna dalam penyusunan RENJA ini, diharapkan saran-

saran maupun kritik yang sifatnya membangun (konstruktif) guna perbaikan demi 

kesempurnaan Rencana Kerja (RENJA) ini. 

Porsea, 2025 


